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Wilayah Berita : BPK Pusat
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b, kirupsi perlu diberantas de-
| ngan lembaga yang harus diper-

Halaman 1 dan 15

KPK Terus Terima Dukungan (1)

Panitia Angket DPR Menemui BPK
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kan, semestinya tiduk perlu dija-
wah,” ujarnya.
Sementara itu, panitia angket,
kemarin, menemui Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK). Setelah
itu, besok, panitia angket beren-
cana bertemu dengan terpidana
perkara korupsi di Lembaga Pe-
Sukamiskin dan

Pondok Bambu.

Laporan

Dalam pertemuan tertutup
yang berlangsung selama sekitar
tiga jam di Kantor BPK tersebut,

(Bersambung ke hal 15 kol 1-5)

Sumber: Litbang "Kompas™/ERN/YOG, dari pemberitaan “Kompas”
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(Sambungan dari halaman 1)

panitia angket mendapatkan pe-
maparan Laporan Hasil Peme-
riksaan BPK terhadap KPK dari
2006 hingga 2016, Setelah perte-
muan, Ketua BPK Moermahadi
Soerja Djanegara menyerahkan
laporan itu kepada ketua panitia
angket dari Fraksi Partai Golkar
Agun Gunandjar Sudarsa.

Soerja mengatakan, hasil pe-
menksaan keuangan negara ter-
hadap KPK yang diserahkan BPK
ke panitia angket berupa peme-
Fiksaan keuangan, pemeriksaan

 Binera, dan pemeriksaan dengan
e tertentu,
- Menurat Agun, panitia angket

kikiun KPK pada peri-
i dun 2016, Meski KPK
: predikat wajar tanpa
(WTP) dari hasil
" BPK dalam periode wakiy
Iy, Agun menegiskan, WTE ha-
nya opini dari hasil audit sehing-
ga tidak menjamin KPK patuh
terhadap pengelolaan keuangan
negara.

“Kami menemukan ada sa-
tu-dua temuan ketidakpatuhan
KPK. Hasil audit BPK juga ber
sifat administratif. Jadi, kam
akan melihat apakah KPK lelah
menjalankan rekomendasi BPK."
tutur Agun seusai pertemuan

Lebih lanjut, ia menyatakan,
panitia angket akan menemu
Menteri Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Biro
krasi serta Menteri Komunikasi
dan Informatika untuk menda
lami potensi pelanggaran yang
dilakukan KPK.

Anggota panitia angket dari
Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu,
menyatakan, tidak menampik
bahwa muara dari hasil penveli
dikan panitia angket terhadap
KPK ini akan berujung pada re-
komendasi mengkaji ulang ke-
beradaan lembaga KPK. "Kalau

n indikasi adanya pe-
pengelolaan keuangan

Halaman 1 dan 15

KPK Terus Terima Dukungan (2)

KOMPAS ‘LAST] KU

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) membuka pertemuan Panitia Angket DPR terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan BPK di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/7). Panitia Angket DPR terhadap KPK mendatangi BPK
untuk berkonsultasi dan melihat hasil audit BPK terhadap laporan keuangan KPK.

(lembaganyn) tidak benar, mau
bagaimana lagi,” ujarnya

Juru Bicara KPK Febri Dian-
svah tidak menampik adanya te-
muan BPK dalam laporan ke-
uangan KPK. Akan tetapi, semua
persoalan itu sudah dijelaskan
kepada BPK dan tidak lagi diper
masalahkan.

KPK menghargai  dukungan
dari sejumlah kalangan. Menurut
Febri, respons KPK pada perte-
ngahan Juni lalu terkait permin-
taan menghadirkan politisi Partai
Hanura, Miryam $ Haryani, di
panitia angket sudah menunjuk-
kan sikap KPK. Saat itu, KPK
menyatakan, permintaan Panitia
Angket DPR untuk menghadir-

kan Miryam merupakan bentuk
menghalangi proses hukum

Namurn, Febri menegaskan,
KPK tetap menghormati DPR
Karena itu, setiap surat permin-
taan dari DPR juga akan dijawab
melalui surat. “Kalau kemundian
adasurat lain, kami tetap konsis-
ten ukan merespons lagi dengan
surat.” warnya

Pemeriksaan

KPK terus mengusut kasus
dugaan korupsi pengadaan kartu
tanda penduduk elektronik
(KTP-¢l), yang berkelindan de-
ngan munculnya proses angket di
DPR. Dalam pengusutan dugnan
korupsi di proyek senilai Rp 5.9

triliun itu, kemarin, KPK memin-
ta keterangan tiga anggota DPR
perinde 2009-2014. Mereka ada-
lah Ganjar Pranowo yang kini
Gubernur Jawa Tengah, Olly
Dondokambey (Gubernur Sula-
west Utara), dan anggota DPR,
Malik Haramain.

Ganjar, Olly, dan Malik dimin-
tai keterangan terkait hubungan
mereka dengan tersangka kasus
KTP-el, Andi Agustinus. Mereka
juga diklarifikasi terkait dana
yang diduga diterima sejumlah
pihak di proyek KTP-el.

Ketiganya pun membantah
pernah menerima dana dari pro-
yek KTP-el. Malik yang baru per-
tama kali diperiksa terkait kasus

ini bahkan menegaskan, meski
saat itu menjabat sebagai Ketua
Kelompok Fraksi Partai Kebang-
kitan Bangsa di Komisi [1 DPR, ia
tidek pernah ditawari atau mene-
rima uang senilai 37000 dollar
AS yang disebut untuknya.

Sementara itu, berkas perkara
Miryam tentang pemberian kete-
rangan tidak benar dalam peng-
usutan kasus korupsi KTP-el te-
lah dilimpahkan ke pengadilan
tindak pidana korupsi pada Senin
lalu, (AN/AGE/SAN)

Suarakan komentar Anda
mengenai artikel ini dan
baca di kompas.id




